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BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 4K TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Pengadaan

Barang/Jasa yang baik di Desa, serta meningkatkan

pemberdayaan masvarakat Desa, perlu pengaturan
mengenal  tata  cara  Pengadaan Barang/Jasa yang
scderhana, jelas dan komprehensif, dengan letap

memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip
Pengadaan Barang/Jasa;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa mengamanatkan Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur oleh Bupati

dalam bentuk Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Muara Enim tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

Desa.



Mengingat

5.

o
Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 dan Kota Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 WNomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821):

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyclenggaraan Jasa Kontruksi [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 6 Tahun
2014 tentang Desa | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558 |:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambazhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran



3.
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8B,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694,

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangf
Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG TATA CARA

PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L
2.
3.
4,

Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim,;

Pemerintah Kabupalen adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

Bupat adalah Bupatl Muara Enim;

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten
Muara Enim;

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau discbut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum wvang memiliki batas
wilavah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masvarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui dan di
hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan
kepentingan masyarakat sclempat dalam sistem pemerintahan Negara
kesatuan Eepublik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang disebut dengan nama
lain  yang dibantu perangkat Desa  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

KRepala Desa adalah Pejabal Pemerintah Desa yang mempunyal wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyvelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas darl Pemerintah dan Pemerintah Dacrah.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan vang ditctapkan oleh Kepala Desa
vang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perataran Desa
maupun Peraturan Kepaia Desa;



10.

11.

14.

15,

1B,

17.

18.

19.

20,

21.

-

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya di scbut
PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menvelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
Keuangan Desa adalah semua hak dan  kewajiban dalam rangka
penyelenggarnan Pemerintahan Desa vang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan vang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut;

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sclanjuinya disebut APBDes adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa vang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa vang
ditetapkan dengan Peraturan Desa,

.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa vang selanjutnya disebut

PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga vyang dibentuk oleh
masyarakal sesual dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat;

Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk dan di tetapkan dengan Keputusan
Bupat;

Fengadaan Barang/Jasa di desa discbut dengan Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik
di lakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penvedia Barang/Jasa;
Penyedia Barang/Jasa adalah badan wusaha atau perorangan yang
menyediakan Barang/Jasa;

Swakelola adalah kegiatan Pengadasn Barang/Jasa dimana pekerjannnya di
rencanakan, di kerjakan danfatau diawasi sendiri oleh tim pengelola
kegiatan,

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya discbut TPK adalah Tim yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasvarakatan Desa untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yvang ditetapkan oleh Kepala
Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Inspektorat Kabupaten Muara Enim
adalah aparat yvang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penvelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi.



5.

22, Paktia Integnitas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah
dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pengadaan
Barang/Jasa;

23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

24, Pekerjaan Konstruksi adalah scluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud [sik lainnya;

25.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional vang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware);

26. Jasa lainnya adalah jasa vang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (Skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
scgala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa Konsultansi,
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.

27. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang di tetapkan oleh Tim Pelaksana
Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus di taati oleh para
pihak dalam proses pengadaan Barang/.Jasa;

28. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/.Jasa yvang selanjutnya disebut Surat
Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia
Barang/Jasa;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupali ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah

Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang [/ Jasa yang dibiavai dengan

menggunakan APBDes.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan

Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola

yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa di desa pada prinsipnva dilakukan secara swakelola

dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat,

dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masvarakat
setempat, untuk memperluas kesempatan kerju dan pemberdayaan setempat.
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BAB Il
TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 5

(1] Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai benkut :

.

£

Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas
dan sasaran dalam waktu vang ditetapkan atau menggunakan dana yang
telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum;

Efektil berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran vang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya;

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenal Pengadaan
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
masyarakal dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;

Pemberdavaan masvarakat desa berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat
mengelola pembangunan desanya;

Gotong-royong berarti penvediaan tenaga Kerja secara cuma-cuma oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat
dipertangpungjawabkan,

(2] Para pihak vang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa harus

mematuhi etika meliputi  bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan

pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN
Bagian Kesaru
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
Pasal 6

(1) TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
(2) TPK sebagaimana dimaksud pada avat (1), terdinn dari unsur Pemerintah
Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat;



(3)

(4

(5)

(6]

(1)

-

Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah diutamakan
Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki
kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa schagaimana dimaksud pada ayat (2,
adalah sebagai anggota aktif, memiliki kompetens: dibidangnya dan
organisasinva terdaftar di Pemerintah Desa setempat;

TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas :

a. Ketua berasal dari Unsur Perangkat Desa

b. Sekretaris adalah unsur vang berasal dari Perangkat Desa atau dan
Unsur lembaga Kemasyarakatan Desa; dan.

c. Anggota sebanvak 3 (liga) orang berasal dari unsur Perangkat Desa
dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPR berupa

Honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan

kegiatan pengadanan Barang/Jasa di maksud maksimal sebesar 2% [dua

persen) dari total nilai pengadaan yang dilaksanakan;

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TPK
Pasal 7
Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK
memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar
selempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;

b. dalam penvusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau
ongkos pengambilan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila
diperiukan |,

¢. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja (bila di

perlukan);
d. menctapkan Penvediaan Barang/Jasa;
e. membuat rancangan Sural Perjanjian;
f. menandatangani Surat Perjanjian;

g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;

dan,



12)

(3)

(4

(1)

12}

13)

h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan
Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.

Untuk ditetapkan sebagai keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan

schagai berikut :

a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugas,

b. mampu mengambil keputusan, serta tdak pernah terhbat Korupsi,
Kolusi, dan Nepolisme;

c. menandatangani Fakta Integntas;

d. tidak menjabat sebagai Sckretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah

Desa; dan

e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan
setiap lugas/pekerjaannya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga

ahli/teknis vang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesual dengan keahlian

dibidangnva;

TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat

perjanjian dengan Penyedia Barang/.Jasa apabila belum tersedia anggaran.

Bagian Ketiga
Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan
Pasal 8

Kepala Desa selaku PEKPKDes membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Panitba Penenma Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) orang, 1 (satu] orang
dari unsur Perangkat Desa dan 2 [dua) orang dari unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persvaratan sebagai
berikut

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;



(4]

(]

]

(7)

(8]

b. tidak menjabat sebagai Sekrelaris Desa dan Bendahara di Pemernintah

Desa.

c. Tidak scbagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk;
a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/.Jasa  sesual

dengan ketentuan vang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian,
vang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui  pemeriksaan/
pengujian;

¢, membuat dan menandatangani  Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan,dan;

d. melaporkan hasil pekerjaan kepada Tim Pengelola Kegiatan [TPK) dengan
disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat
menggunakan tenaga ahli/teknis vang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau
Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya;

Dalam hal keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut serta
menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis;

Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada PPHP berupa
Honorarium dan keperluan biava lainnya sepanjang berkaitan dengan
kegiatan pengadaan Barang/Jasa di maksud maksimal sebesar 1% (satu
persen) dari total nilai pengadaan yang dilaksanakan;
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BAB IV
PENGADAAN BARANG /JASA MELALUI SWAKELOLA
Bagian Kesamg
Ketentuan Umum
Pasal 9
(1) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan dan  pertanggung jawaban hasil
pekenjaan;
(2] Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, waitu pekerjaan
konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak
dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.

Bapian Kedua
Rencana Pelaksanaan
Pasal 10
Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :
a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
B, Rencana penggunaan lenaga kerja, kebutuhan bahan dan keburuhan
peralatan;
Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi)
d. Spesifikasi teknis (apabila di perlukan ), dan
e. Perkiraan biava Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola
Pasgal 11
(1) Kebutuhan Barang/Jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk
mendukung kegiatan swakelola vang tidak dapat disediakan dengan cara
swadaya dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa vang dianggap mampu aleh
TPK;
{2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK :

a, menunjuk satu orang anggota scbagal penanggung jawab  teknis
pelaksanaan pekerjaan vang dianggap mampu atau mengetahui teknis
kegiatan/ pekerjaan;

b. dapat dibantu oleh personil yvang ditunjuk dan dinas teknis terkait, dan/
atau

c. dapat dibantu oleh pekerja ({tukang dan/atau mandor).
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(3] TPK wajib memonitoring atas kemajuan fisik dan mengevaluasi semua

kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

(4) Khusus pekerjnan konstruksi, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa vang dilakukan sccara swakelola, TPK dapat
mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes secara sekaligus atau secara
bertahap :

a. tahap pertama senilai 40% (empat puluh persen) merupakan uang
muka dan nilai pckerjaan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan;

b. tahap kedua senilai 40% (empat puluh persen) setelah TPK
mempertanggung jawabkan uang muka yang telah dipergunakan, dan

c. tahap ketiga senilai 20% {dua puluh persen) setelah TPK mempertanggung
jawabkan uang vang diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan;

(3) TPK wajib mempertanggungiawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik
pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

(6] TPK wajib membuat pertanggungjawaban hasil pekejaan / kegiatan kepada
Kepala Desa selalkku PKPKDes.

BAB V
PENGADAAN BARANG /JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG /JASA
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 12
{1} Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk
memenuhi kebutubhan Barang/Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Swakelola maupun memenuhi kebutuhan Barang/Jasa secara langsung di
Desa;
(2] Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di Desa diutamakan bagi
penyvedia Barang/Jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut;
a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu,
dan sejenisnya,
b. surat pernyvataan kebenaran usaha dibuktikan dengan adanya Surat
+ Keterangan Usaha yvang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan
vang diketahui oleh Camat setempat;
¢, untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau
peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
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{3) Tidak boleh menggunakan pihak ketiga/perantara (orang atau badan yang
bukan toko/penyedia/individu} sebagai calo penyedia bahan/falat/tenaga
vang di butuhkan;

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 13
{1} Dalam perencanaan pengadaan Barang/Jasa TPK harus
mempertimbangkan :
a. kondisi / keadaan yang scbenarnya di lokasi/lapangan,

b.

L=

d.

kepentingan masyarakat setempat,

jenis, sifat, dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa
vang ada; dan

kebutuhan barang/bahan.

(2) TPK menyusun rencana Pelaksanaan Barang/Jasa yang melipuli;

H.

rencana anggaran belanja berdasarkan harga pasar setempat atau harga
pasar terdekat dari desa tersebut;

harga barang/jasa vang disusun di dalam rencana anggaran belanja
dapat mengacu pada harga Barang/Jasa yang ada di e-catalogue
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau
ongkos pengambilan atas Barang/Jasa yang akan diadakan;

Spesifikasi teknis Barang/Jasa (apabila diperlukan);

d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja

sederhana/sketsa (apabila diperlukan ).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 14

{1) Pengadaan Barang/Jasa melipuri :

a.

pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);

1) TPK membeli Barang/Jasa kepada |{satu) penyedia barang/jasa.

2} Pembclian sebagaimana dimaksud angka 1,) dilakukan tanpa
permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis
dari penyedia barang/jasa.

3) TPK melakukan negoisasi (tawar menawar) dengan Penvedia
Barang/Jasa untuk memperolch harga vang lebih murah.
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4) Penyedia barang /jasa memberikan bukti transaksi berupa nota,
faktur pembclian atau kwitansi untuk dan atas nama TPK.

h. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000,000,- (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan

1) TPK membeli Barang/Jasa kepada 1 {satu) penyedia barang/jasa.

2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan TPK
dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari  penyedia
barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pckerjaan,
volume, dan satuan).

3) Penyedia barang/jasa menyvampaikan penawaran tertulis vang berisi
daftar barang/jasa (rncian barang/jasa atau ruang lingkup
pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.

4] TPK melakukan negoisasi (tawar menawar] dengan penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga vang lebih murah.

5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota,
faktur pembelian, atau kwitansi untuk dan atas nama TPK.

c. Pengadaan Barang/.Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus

Juta rupiah ).

1) TPK mengundang dan meminta 2 [dua) penawaran secara tertulis dari
2 (dua) penyedia barang/jasa vang berbeda dilampiri dengan daftar
barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa,

2) Penvedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi
daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup
pekerjaun, volume dan satuan] dan harga,

3] TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap
kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran,

4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan;
al Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan

dengan proses negoisasi (tawar menawar] secara bersamaan.

b} Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap
melanjutkan dengan proses negoisasi (tawar menawar] kepada
penyedia barang/jasa vang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.

¢) Tidak dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa, maka TPK
membatalkan proscs pengadaan.
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5] Apabila spesifikasi teknis scbagimana dimaksud pada angka 4 (huruf
¢}, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana
dimaksud pada angka 1).

6) Negoisasi (tawar menawar] sebagaimana dimaksud pada angka 4
huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga vang lebih
murah.

7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK
dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang kurangnya |
a) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian ;

b) Para pihak ;

v] Ruang lingkup pekerjaan ;

d) Nilai pekerjaan ;

e} Tata cara pencairan dana ;

fi] Hak dan kewajiban para pihak ;

gl Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;
h) Ketentuan keadaan kahar ; dan

1) Banksi, termasuk denda keterlambatan,

(2) Pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani surat
perjanjian sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ angka 7), adalah
penyvedia barang/jasa perseoranpan, pemilik toko, pemilik usaha dagang,
Direksi danfatau Pihak lain vang bukan Dircksi atau yang namanya tidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut
pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap
dan mendapal kuasa atau pendelegasian wewenang yvang sah dari Direksi
atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

(3) TPK mengumumkan Penyedia Barang/Jasa terpilih dipapan pengumuman
Kantor Desa dan  papan/tempat berkumpulnya warga, (misalnya : pos
ronda/kamling, pos RT/RW, pos karang taruna, gedung serbaguna dan
sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan;

a. nama barang/pekerjaan yang di adakan;

b. nama dan alamat Penyedia barang/jasa;

¢. harga hasil negoisasi;

d. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
e. tanggul diumumbkan.

{4) Contoh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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Bagian Keempat
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
Pasal 15
Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka TPK dapat memerintahkan
sccara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan
ruang lingkup pekerjaan;
Perubahan ruang lingkup pekerjaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
b. mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis, dan/atau
d. melaksanakan pekerjaan tambah,
Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ dan d, Penyedia Barang/Jasa menvampaikan penawaran tertulis
kepada TPK,
TPK melakukan negoisasi (tawar menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa
baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga vang murah dan secara
teknis dapat dipertanggungjawabkan;
Untuk mlai Pengadaan Barang/.Jasa diatas Rp. 200.000.000,- [dua ratus juta
rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan
ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang discpakati;
Perubahan ruang lingkup pekerjaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk menambah pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan tambahan
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan ketersediaan

ANggaran,

Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Kerja
Pasal 16
Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran atas prestasi pekerjaan
dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan tahapan
pencairan dana;
Pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dinyatakan selesai 100 % (seratus
persen), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sctelah Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan didalam Berita

Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan;
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Pembavaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi
dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa
sebesar 1/1000 % jumlah hari keterlambatan x nilai total surat perjanjian
(apabila terjadi keterlambatan).

Keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tdak melebihi S0 (lima puluh)
hari kalender.

Apabila terjadi keterlambatan melebihi 50 ({lima puluh) hari kalender, maka
TPK melakukan pemutusan perjanjian kerja secara sepihak, dan dilakukan
pembayaran sesuai hasil prestasi kerja terpasang dikurangi dends;

Apabila terjadi pemutusan perjanjian kerja secara scpihak maka dapat
ditunjuk Penyedia barang/Jasa yang baru untuk melanjutkan dan
menvelesaikan pekerjaan tersebul sebagaimana diatur dalam Pasal |4

Peraturan ini;

Bagian Keenam
Keadaan Kahar
Pasal 17
Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak
para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
vang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi;
Yang dapat digolongkan scbagai keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian
Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi;
a4, bencana alam;
b, Huru Hara,
¢. Kebakaran,
d. gangguan industri lainnva yang dinyatakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi.
Dalam hal terjadi keadaan Kahar , Penyedia Barang/Jasa memberitahukan
tentang terjadinya keadaan Kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan Kahar,
dengan menycrtakan salinan asli Pernyataan Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesual ketentuan Peraturan
Perundang-undangan,
Hal-hal vang merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak Penyedia barang tidak termasuk
katagori keadaan kahar;
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Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan vang diakibatkan olch terjadinva
keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;

Setelah terjadinyva keadaan kahar |, para pihak dapat melakukan kesepakatan
kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian
Kerja;

Bagian Ketujuh
Pemutusan Surat Perjanjian Kerja
Pasal 18

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila :

.

(1)

(2)

(3)

i

Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penvedia
Barang/Jasa sudah melampaui 50 (lima puluh) hari kalender;

Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tdak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu wvang telah
ditetapkan olch TPK; dan

Penvedia Barang/Jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan vang diputuskan

olch instansi yang berwenang,.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Persclisihan
Pasal 19

Perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa terlebih dahulu
menyvelesaikan perselisihan tersebut melalul musyawarah untuk mufakat
yang dipimpin langsung oleh kepala Desa selaku PKPKDes;

Apabila perselisihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai
kata mufakat, maka Camat scbagai pengawas dapat memfasilitasi
penyelesaian perselisihan ;

Dalam hal penvelesaian perselisihan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak tercapai kata mulakat, dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Bagian Kesembilan
Serah Terima Pekegaan
Pasal 20
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima penverahan pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat
Perjanjian Kerja ;
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(2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia Penerima Hasil

(3)

(1)

(2]

11

Pekerjuan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa selaku PKPKDes
untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada
Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan didalam Surat Perjanjian Kerja;
Penyedia Barang/Jasa dapal mengajukan permintaan pembayaran secara
tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 21

Camat melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Desa:

Inspektorat Kabupaten scbagai APIP melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 22

Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi jika terbukt melakukan

dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut;

a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain vang berwenang dalam
bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna
memenuhi  keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan
prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/
atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk
mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan
Barang/.Jasa, schingga mengurangi/menghambat memperkecil dan/atay
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

¢. membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/.Jasa;
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d. mengundurkan din dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yvang
udak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh
TPK;

e. tidak dapat menyvelesaikan pekerjaan sesual dengan Surat Perjanjian
Kerja.

(2] Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
a. sanksi administratf, berupa peringatan /teguran tertulis;

b. gugatan secara perdata; dan/atau
¢, pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana vang dimaksud pada ayvat (2] hurul b dan hurul ¢,
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

{4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan
Penvedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai  calon
pemenang;

(3) Apabila TPK melakukan pelanggaran/kecurangan dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa, maka TPK !

a. dikenakan sanksi administrasi;

b. dituntur gant rugi; dan/atau

c.dilaporkan secara pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana vang dimaksud pada ayat (5) hurul a
berupa teguran fperingatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/fatau
kecurangan vang dilakukan dengan sengaja olch anggota TPK dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka dapat diberhentikan sebagai
anggota TPK,

BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM ORGANISASI PENGADAAN
Pelatihan
Pasal 23

(1] Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan Sumber Dayva Manusia terhadap
keanggotaan TPK, dapat dilakukan pelatihan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

(2] Program peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dapat difasilitasi oleh Tim Asistensi Desa yang dibentuk oleh Bupati;

(3] Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, terdiri dan :



a. Unit Layanan Pengadaan;
b, Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
¢. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten.
(4] Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sehagaimana dimaksud pada ayal [2)
meliputs -
a, meningkatkan kapasitas SDM;

b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/.Jasa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk

pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTLUF
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatlannya dalam Berita Dacrah Kabupaten

Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tangeal 26 Jusay 2013

- BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAL SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 26 “JLAL 2015

SEKRETARLIS DAERAH,

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 35...



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR ... TAHUN ... .. TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA

FPENGADAAN BARANG / JASA DI DESA,

A.  Surat Permintaan Penawaran

KOP TPK
B e—————— ]

Muara Enim, ...,
Nomor !
Lampiran Kepada :
Hal - Pemberitahuan b { | R

Di -
TEMPAT.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan .................. dimana
didalamnya terdapat pekeraan ...........c.ccccoen,
Adapun spesifikasi teknik vang kami pemyarnlhﬂn adalah :
1. Ruang lingkup pekenaan ...............c.....
2. Daftar barang / jasa

No | Jenis Barang / Jasa | Volume Satuan

| | L
Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan ................ )
tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga .

Surat penawaran dialamatkan kepada ... selaku Tim Pengelola
Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp.6.000,00,- dan
harus sudah kami terima tanggal ...............
2. Surat penawaran dilampiri :
a. Daftar penawaran harga fermasuk pajak. bea materai dan jasa
penggandaan ,
b.  Foto copy surat izin usaha, perdagangan (SIUP); dan
'+ Foto copy nomaor pokok wajib pajak (NPWP)

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian
Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui Ketua Tim Pengebla
Kepala Desal/selaku Pemegang Kegiatan .. :
KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.



B. Contoh Surat Penawaran Harga

KOP PENYEDIA BARANG / JASA

e e e e e

Muara Enim, ..o,
Nomor :
Lampiran Kepada :
Hal . Penawaran harga Yih. Ketua Tim pengelola Kegiatan ......
Di -
TEMPAT

Menanggapl Surat permintaan penawaran dari Ketua Tim Pengelola
Kegiatan ......... iy IOOMEE " o Tanggal ............... hal
permintaan panawamn maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut .

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar
31+ TR P PRI i R e B )y dengan rincian sebagaimana terlampir .

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan |
1. Daftar rincian penawaran harga,
2. Foto copy Sural Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
3. Folto copy Nomaor Pokok Waijib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa .

Direktur / Pimpinan / Pemilik



C. Cantoh Daftar Rincian Harga Barang / Jasa

KOP PENYEDIA BARANG | JASA
e e e e o h—

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG / JASA SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK
KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO [ JENIS BARANG / JASA | VOLUME SATUAN | HARGA HARGA
SATUAN

TJUMLAH _ ' =

Direktur / Pimpinan / Pemilik



D. Contoh Undangan Negosiasi Atau Tawar Menawar Harga

Nomaor
Lampiran . Kepada :
Hal : Undangan ko | PR
Di -
TEMPAT
Menanggapi surat penawaran harga Saudara Nomor ... Tanggal
............... hal : Penawaran harga , bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut
1. Setelah menerima dan mempelajari surat penawaran harga Saudara pada
prinsipnya kami tidak berkeberatan , tetapi berdasarkan harga penawaran
yang saudara ajukan kami perlu klarifikasi dan negosiasi harga terhadap
penawaran Saudara tersebut |
2. Untuk keperiuan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara pada :
Hari -~
Tanggal
Jam
Tempat RS
Acara R r et
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .
Mengetahui Ketua Tim Pengelola
Kepala Desa/selaku Pemegang Kegiatan ................

KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.



E. Contoh Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.

KOP TPK
=ﬁ=$=ﬁ

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIAST HARGA

NOMOR
Pekeriaan E
Pada hari ini ... TANEEAL i bulEn e tARUR e pada pukul ... dengan
mengambil tempat di ..o, o k2miE yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan
negosiast harga atas PeKerjaan ..
Rapat dipimpin cleh Ketua Tim Pengelola kegialan ..o dengan pinak Penyedia Barang / lasa dari

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak PenyediaBarang/ Jasa yang dihadiri aleh
menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pihak Penyedia Barang [ Jasa dari .o menyatakan telah menerima semua surat yang
berkaitan dengan proses pekerjaan ...
2 Bahwa Penyadia Barang / Jasa dari ... menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas

kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dila njuthkan.
Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai

berikut :

a, Besarnya jumlah penawaran harga yang digjukan oleh Penyedia barang [ Jasa dan ..o adalzh
SERERAF A o i i St st terrmasuk beban pajak dan bea materai.

b. Adapun mengenai rincian dari jumlzh penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat

penawaran Narga -
C, sotelah dilakukan beberapa pembicarsan baik menyangkut negosiasi seria beberapa klarifikasi maka kedua
belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia

Barang / Jasa darl ... SEDESEF Rp conerevsressseesec s sseeseeernee) MENjadi sebesar AP e
Homoeoecosssrssmemeeeeensionns) termasuk beban pajak dan bea materal yang harus dibayar Penyedia Barang / Jasa
dari oo dan selznjutnya Penyedia Barang [/ Jasa danl e akan membuat dan

menyampaikan surat penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan inl dengan rincian sebagai berikut :

"ND | JENIS BARANG [ JASA [ VOLUME SATUAN HARGA SATUAN | HARGA

[ _ : - 7
!
| JUMLAH ' - ] J
d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klzrifikasi dan negasiasi harga adalah masing-masing pihak
bersepakat untuk menuangkan prases kerjasama ini dalam bentuk surat perjanjian kerjgsama yang akan dibuat
setelah proses kiarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani aleh kedua balah plhak .

Demikian berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesual dengan perundang-undangan yang

berlaku.
Muara Enim, Tanggal tersebut diatas

Direktur/Pimpinan/Pemilik..... Ketua Tim Pengelola Kegiatan.

hMiengetahui
Kepala Desa/selaku Pemegang
¥.pkuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.



F. Contoh Persetujuan penawaran

Nomor
Lampiran
Hal

Persetujuan penawaran Yih.
Harga Di -

Berdasarkan surat Saudara Nomor .................. Tanggal ........cccoeneee
hal Penawaran Harga dan Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Harga Nomor ... Dan ... . maka kami sampaikan bahwa setelah
menerima dan mempelajari isi surat Saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan
Negosiasi Harga . maka pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat
menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp.................

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara

besck pada :

Acara - Penandatanganan Surat Perjanjian .
Adapun konsep surat perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

Mengetahui Ketua Tim Pengelola

Kepala Desalselaku Pemegang Kegiatan ..................
KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.



G. Contoh Perjanjian

KOP TPK
—_——————_—e s s e e e
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor
Pada hari ini .......... tanggal ........ bulan .. .......... tahun................

bertempat di ......................., kami yang bertanda tangan dibawah ini :
l. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan ..................... '

Alamat i e ke

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
I, Nama

Jabatan . Direktur / Pimpinan / Pemilik

Alamat :

Selanjutnya djsehui ﬁl-l'-'h'ﬂ';lllf.':' h’.EDUh |
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK .

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian , dengan ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan dalam peranjian iniadalah ...............ccccoocvviniiiiineenss

Pasal 2
Nilai pekerjaan

Nilai pekeraan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar
RP i (i i) @MMasuk pajak dan bea materai .

Pasal 3
Hal dan kewajiban

1)  PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya .

2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 .

3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 .

4] PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya .

Pasal 4
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Jangka waktu melaksanakan pekerjaan adalah ....... harl kerja mulai tanggal ........... sampai
dengan tanggal .............. sehingga pekeraan harus selesai dan diserahkan pada tanggal .............. :



Pasal 5
Force Majeure

1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya .

2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , maka
para pihak terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan .

Pasal 6

Sanksi
Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus
membayar denda sebesar ... % dari Nilai pekerjaan dengan nominal sebesar
[ R e L T e s AT ).

Pasal 7

Ketentuan Penutup
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku .

Muara Enim, Tanggal tersebut diatas
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Mengetahui
Kepala Desa/ selakuPemegang
KekuasaanPengelolaan
Keuangan Desa.



H. Contoh Penyerahan Hasil pekerjaan

MNomor
Lampiran
Hal

KOP PENYEDIA BARANG [ JASA

Kepada:
Penyerahan hasil pekerjaan ¥th. Ketua Tim pengelola Kegiatan ......
Di -
TEMPAT
Berdasarkan surat Perjanjian Nomor © ... t@anggal ..o
hal.....o..........maka periu kami sampaikan bahwa pekerjaan ...

talah selesai dan dengan ini kami kinmkan hasil pelaksanaan pekeraan
. untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi
teknis atau belum .

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih .

Direktur / Pimpinan / Pemilik



|. Contoh Berita Acara Penelitian Hasil Pekerjaan

KOP TPK

BERITA ACARA FLRIK&&_AN HASIL PEKERJAAN

NOMOR :
Pada hariini ................ TangEal .o i 2T e T e TAMNY i
( - - )bertempat di............c. i, kami yang bertanda tangan dibawah ini

masing-masing

Y R Jabatan Kelua Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan.............................
R Jabatan Anggota Tim Penerimaan Hasil Pekeraan......................_.

.. R e T A Jabatan Anggota Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan......................ccv.e,

A R e OGO LJabatan Direktur/Pimpinan/Pemilik...................cc.o...

Pada saat melakukan pemeriksaan atas pekerjaan............... yang telah dikerjakan Penyedia
barangfasa............cccoveenerrennrnnnne, dengan hasil bahwa Tim Pengelola Kegiatan.............................

menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia barang/jasa
v oo 80 telah s@sUal dengan yang telah disepakati pada Surat Perjanjian Kerja
Sama Nomor ;... MO0 ..cvsisvimmvisnasmisonad BB csinmbsnss smimissic sy

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Muara Enim, Tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan, Yang Memeriksa,
Direktur/Pimpinan/Pamilik.... Tim Pengelola Kegiatan,
Y e [{Ketua Tim Penenimaan Hasil Pekerjaan )
R (Anggota Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan)
P, TS PR .{Anggota Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan)
Mengetahui

Kepala Desa/selaku Pemegang
KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.



L. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

KOP TPK
—_—— —ese e e —,s e — e _ — e — e e
BERI CA H AH PE N
Hmﬂ : L] L LLLLEELEEER SR J 2 AL LR ERRER RSl ]]

Pada hari ini ............. Tongoal it Bulan 7 |rl} ) ST At
( - - ) bertempat di............oeie . lelah dilaksanakan serah terima hasil
pekerjaan...........cvnieiaiin.-ANtAra

: AU Jabatan Ketua Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan.................ccc e .

B s LE R AR .Jabatan Anggota Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan...................c.....

3. s J@batan Anggota Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan............iinens

B conimansssins sk Jabatan Direktur/Pimpinan/Pemilik.........................
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor | ..................tanggal ................ P i
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa menerima hasil pekerjaan berupa..........cococeie dalam
keadaan baik dari PIHAK KEDUA..
PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa................. dalam keadaan baik

kepada PIHAK PERTAMA,

Demikian Berita Acara Serah Tenma Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muara Enim, Tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan, Yang Menerima
Direktur/Pimpinan/Pemilik.
s (Ketua Tim Penerimaan Hasil Pekeraan)

2. ciecvennn (Anggota Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan).

3. e JAnggota Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan),

Mengetahu

Kepala Desa/selaku Pemegang
KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.



J. Contoh Berita Acara Pembayaran

KOP TPK

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR:: s s s
Pada hari ini ............... Tanggal ......coiiinieriin BIUBN o, . Tahun ..
{ - - ) bertempat di.............cccoees telah dilaksanakan peu‘rimyar:n atas|
POKBOBAN...........ccvonviiriisirenrosasrins antara
1. Nama I
Jabatan Hatua Tim Pengelola Kegiatan.........................
Alaal:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama e £
Jabatan : DireklurfPimpinam'Punil'rh ..............................
Alamal 000 s - R

Selanjutnya disebut PIHAH: KEDUA
PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Peranjian Kera Sama Momor @ ...............tanggal

................ atas pekerjaan telah membayar untuk pekerjaan........................ kepada PIHAK KEDUA

sebesar Rp... ..o st v e BN }

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor @ ... ..tanggal
. ...atas pekerjaan............... telah melaksanakan pekeraan .................... sesual p&rmmtaan

F‘!.HAH PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut

Y R | R U L PO e SR )

Pembayaran tersebut disaksikan b R Jabatan Kepala

Desa............cc.c.c.......... . 88laku Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyal kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muara Enim, Tanggal tersebut diatas

Yang Menerima, Yang Membayarkan,
Direktur/Pimpinan/Pemilik..... Ketua Tim Pengelola Kegiatan.

Mengetahui
Kepala Desalselaku Pemegang
KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa.



K. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil

KOP TPK
E————e—_——, e ——eee e — e ——— e
ERI CA NERIMAAN HASIL PE AAN
NOMBDI ! iciiininnminrmrmissinisssions

Pada han m ................ TRANEEE) i, Bulan .. . Tahun ..
{ - - ) bertempat di............ Ialah dilaksanakan punaﬂmaan hasil
PIBRBERON. . covumsinsirommpi antara
1. Nama e e s

Jabatan Kelua Tim Pengelola Kegiatan..............cccoceeen.

BT e e ;

Selanjutnya disebut FIHAI{ PERTAMA
2 Nama -

Jabatan DlrekturfF'Implnan.FFar‘n|lik ............................

AR @000 oo

Selanjutnya disebut FEHAI{ KEDUA
FIHAK PERTAMA menyatakan bahwa menerma hasil pekerjaan berupa....................dalam
keadaan balk dan PIHAK KEDUA sesuai dengan Swurat Perjanjian Kena Sama Nomor -

s BIMEUEIRIRMY & oiiammniciannasanimsnaanaaiingn |y - RSSO
PIHAH H:EDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa ....................... dalam keadaan baik
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Peranjian Kerga Sama Nomor

ARG i Hal ...

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muara Enim, Tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Direktur/Pimpinan/Pemilik..... Ketua Tim Pengelola Kegiatan.

Mengetahui
Kepala Desalselaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,



M. Contoh Laporan Pelaksanaan kegiatan

Momor
Lampiran
Hal

KOP TPK

1 bendel
Laporan Hasil Pekerjaan Kepada
Yth. Kepala Desa........coon
Di -
TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor ... Tangoal
... tentang Pembentukan Tim Pengelala Kegiatan ............ , maka
dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan ... telah selesai
dilaksanakan pada ... Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan

o sebagaimana terlampir .

Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih

Ketua Tim Pengelala
Kegiatan ...



N. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

KOFP TPK
—ERNNNSS_ R

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

HDMDR llllllllllllllllllllllllllll (RN R R R L Ll L
FPada hari ini ............... . Tanggal .........cooverneeeeee. BUIBN i . Tahun .
{ - - ) bertempat di.........ocoooieeee telah dnlaksanakan ssrah tanrna hasil
pekernaan. ..o ANTATA
4 Nama A
Jabatan : KepalaDesa..................,
Alamat ;

Selanjutnya disebut F"IHF'-.K PEFETAI".-'IA

5 Nama T VNTED
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan...............cccoocoiininnne
Alamat :
Selanjutnya disebut F'IHP.:-{ I{EDLI,&-.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ;... T T G - | - S
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa menerima hasil pekerjaan berupa............. dalam
keadaan baik dari PIHAK KEDUA.

FIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa................dalam keadaan baik

kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing
bermateral cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muara Enim, Tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan, Yang Menenma
Ketua Tim Pengelola Kegiatan. Kepala Desa/selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengetahui
GAMAT. ...l



Q. Contoh Pakta Integritas

KOP TPK
==ﬁ=ﬂ

PAKTA INTEGRITAS

Kami vyang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Regiatan...........
Pekerjaan................ Tahun Anggaran ... Pada.............l , dengan ini menyatakan bahwa
s5ava

1. Tidak akan melakukan praktek KEN;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKM di
dalam proses pengadaan ini;

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secars bersih, transparan, dan
profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk
memberkan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran. pelaksanaan, dan penyelesaian
pekerjaan/kegiatan ini;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya
hersadia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direktur/Pimpinan/Pemillki..............(Penyedia Barang /Jasa)

Mengetahui
Kepala Desa/selaku Pemeagang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,



P. Contoh Penetapan HPS

KOP TPK
e e —— s
ITA A NETAP OWNERS ESTIMATE (OE
Nomor :
Pada hafi ini ... tenggal ........... Bulan ... . . Tahun
...................... | - yang bertanda tangan dibawah ini Trrn Pungu]nla
Hegmtan ............................. yang dltuniuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa....... . Nomor
.............................. tanggal......................, telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri / Owners Estimate
(OE) untuk pekerjaan Pengadaan Belanja Modal /Kegiatan................cccococeeeieeen...58bBsar Rp.
T R A AT R b

Demikian Berita Acara Penetapan HPS/Owners Estimate (OE) ini dibuat dengan
sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desafselaku Pemegang Tim Pengelola Kegiatan
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
1. Ketua{ ... ..o, ]
2. Sekretaris B e }
................................................ 3. Anggota( i
4. Anggota { )



KOP KEPALA DESA
I——— RS

KEPUTUSAN KEPALA DESA........ccce.e
KABUPATEN MUARA ENIM

[, [] 15 [ SRR AT

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN ......ocoeciimnesnnrmmnnnnan. DES Ao
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN .....ocoiiiiinnniranes
[ I o —
fMenimbang * a. bahwa untuk mencapai hasil yang eptimal, berdaya guna dan berhasil gura
Kegiatan ..o periu menunjuk  Tim Pengelola Kegiatan
....... v DESA.. ............Kabupaten Muara Enim Tahun ...

b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang
cakap memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Kegiatan

c. bahwa urtuk lebih mantapnya penunjukan dimaksud, dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa............ccooco. Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang Undang Nermer 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daeran Tingkat Ii
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
1950 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Momor 1821) ;

2 Undang Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Momor 4437 ;

3. Undang Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Fusat dan Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momaor 126, Tambahan Lembaran Negara Momaor 4438) ;

4. Undang Undang Momor 6§ Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Momor 7, Tambahan Lembaran Negara

Mamaor 54985 -

5. Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Momor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5333) |

& Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558 ) |

7. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah sera Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 16 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim tahun 2000 Nomor 14} |

0 Perda Kabupaten Muara Enim Nomor @ ... Tahun ........ . fentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan / Tambahan Kabupaten
Muara Enim Tahun 2011.{Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011},



Menetapkan

Fertama

Kedua

Katiga

Keempat

MEMUTUSHKAN

Menunjuk mereka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Tim
Pengelola Kegiatan ... Desa.............. . Kabupaten Muara Enim Tahun

Uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar
setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersabut;

b. dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos
pengambilan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (kila diperiukan .

c. khusus pekerjaan konstruksi. menetapkan gambar rencana kerja (bila di
periukan);

R

menetapkan Penyediaan Barang/Jasa,
membuat rancangan Surat Perjanjian;
menandatangani Surat Perjanjian;

menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa, dan,

= R

melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa
kepada HKepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil
FPelerjaan.

i. Untuk membantu melaksanakan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga
AhliTeknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan
keahliannya dibidangnya.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kepulusan ini dibebankan pada dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {APBDES)
Desa o i TahUR e

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian han
dalam penetapan ini

Ditetapkan 4i .
Pads Tanggal & oo

Kepala Desa.............ooocciens

Tembusan disampaikan kepada Yth

1 Bupati Muara Enim di Muara Enim

2. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim

3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab. Muara Enim
& Camak et e



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....ooevvevreees

NOMOR FEPTS F o s /20
TANGGAL : 30
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA .oovieiiins
NRCAMATAN .
NE JABATAN DALAM TIM NAMA [ JABATAN
| -
e et 00 s
II. | SEKRETARIS |
. | ANGGOTA | PO
| - A
_ T




Menimbang

KOP KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA......c...ccca.
KABUPATEN MUARA ENIM

BOMOr . e

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN ......ccccocvvciiicnnnnnninnd DESBAu s ciiiecsinniniinannn
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ......ccovvcmsnvrrenssernnnes
KEPALA DESA......ccocccuiimnnsiinnasinnns
. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna
kegiatan ... periy  menunjuk  Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan
.................... Cesa.............. Kabupaten Muara Enim Tahun ...

Mengingat

. bahwa personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang

cakap memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan

bahwa untuk lebih mantapnya penunjukan dimaksud, dipandang peru ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.................... Kabupaten Muara Enim.

Undang Undang Nemer 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |l
dan Kota Praja di Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomar 73, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 1821) ;

. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437)

. Undang Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momer 126, Tambahan Lembaran Megara Momar 4438) ;

. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2014  Nomor 7, Tambahan Lembaran  Megara
Momor 54395) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undangan Nomor § tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 123, Tambahan Lembaran Negara Momor 5535 ;

Peraturan Pemerintah Momar 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomar 168, Tambahan Lembaran Megara Nomaor 5358 ) ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pedoman

Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah serta Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah |

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim MNomor 16 fahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim tahun 2000 Nomar 14)

8 Perda Kabupaten Muara Enim Nomer : ....... Tahum ... tentang Penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan / Tambahan Kabupatan
Muara Enim Tahun 2011.(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011).



